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Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan 

kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis 

dapat menyelesaikan buku dengan judul “Penanganan Tindak Lanjut Temuan 
Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas”. 
Buku ini merupakan hasil penelitian Klaster Penelitian Terapan 

Pengembangan Nasional dengan menggunakan kajian analisis ilmu hukum, 

yang dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan pemilu 

yang kompleks, baik dari sisi penyelenggaraan maupun bentuk pelanggaran 

hukum pemilu. Adanya berbagai dugaan pelanggaran administratif dan 

pelanggaran tindak pidana pemilu kemudian direspon dengan perubahan 

perundang-undangan yang mengaturnya. Berbagai pelanggaran hukum pemilu 

semakin variatif, sehingga semakin menjadi perhatian yang semakin serius, 

karena ukuran keberhasilan negara demokratis dilihat dari kesuksesannya 

menyelenggarkan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum 

tentang pemilu baik yang berhubungan dengan lembaga penegakan hukum 

pemilu, yakni dengan menetapkan Bawaslu sebagai lembaga permanen, 

maupun yang berhubungan dengan jenis pelanggaran dan sanksinya.  

Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani 

pelanggaran administrasi Pemilu, sebagaimana  diatur dalam Undang-undang 

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, 

mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dan tentunya juga 

diatur dalam berbagai Peraturan Bawaslu. 

Buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan bantuan dari 

semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan 

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, yang dengan ketulusan hati di tengah-tengah kesibukannya 

selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mendorong, dan 

mengarahkan penulis dengan bijak, tegas, namun tetap berpegang pada 

sifat obyektif.; 
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2. Bapak Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di tengah-tengah padatnya 

kesibukan beliau selalu berupaya mendorong dan meyakinkan penulis 

untuk terus meningkatkan pengembangan akademik dan karya-karya 

penelitian. 

3. Bapak Dr. Husnul Qodim, MA sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

beserta Ketua Pusat Penelitian Dr. Deni Miharja, M.Ag, yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian 

dengan bantuan Dana Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

4. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Guru 

Besar dan rekan-rekan Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

5. Ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan 

kesempatan untuk melakukan penelitian, diantaranya Pimpinan dan Staf 

Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Utara, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. 

6. Ucapan penghargaan yang paling utama kami sampaikan kepada orang tua, 

Istri, dan anak-anak tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan 

dukungan kepada penulis. 

 

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya penulisan 

buku hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik 

dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan, akhirnya kami berharap 

semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, amien. 

 

 

 

Bandung, November 2021 
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PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pemilu bagi Indonesia telah menjadi rutinitas sebagai wujud nyata negara 

demokrasi, karena barometer negara demokrasi diantaranya dapat dilihat dari 

terselenggaranya pemilu secara periodik, demokratis, dan berkualitas. Pemilu 

merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang 

kedudukan hukumnya telah dengan tegas dan jelas diatur dalam UUD 1945, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, kemudian ayat (3) 

menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan 

landasan konstitusional tersebut, semakin menegaskan bahwa Indonesia 

adalah demokrasi hukum dan negara hukum yang menganut demokrasi, yang 

berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah 

hukum .1 

Salah satu wujud nyata dianutnya demokrasi adalah terselenggaranya 

pemilu. Landasan konstitusional Pemilu pun telah diatur secara khusus dalam 

BAB VIIIB Pasal 22E UUD 1945. Substansi Pasal 22E yang terdiri enam ayat 

mengatur mengenai asas pemilu, macam-macam pemilu, penyelenggara 

pemilu. Asas pemilu yang dianut adalah Luber dan Jurdil (langsung, umum, 

bebas, rahasia, dan jujur, adil). Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih 

mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan 

kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, yang kemudian dimanifestasikan 

                                                           
1 Jimly Ashshiddiqie, Konstitusi dan konstitusionmalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 

2005, hlm. 152 
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Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara Peneliti dengan Komisioner 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Banten. 
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A. KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRASI 

Kedaulatan (sovereignity) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek 

dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung 

konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan 

negara (state). Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri dalam 

bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulat 

dan daulatan yang dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan, atau 

peredaran (kekuasaan)52. 

Dalam pengertian klasik, konsep kedaulatan digunakan untuk menyebut 

kurun waktu kekuasaan atau dinasti. Konsep tradisional mengenai kedaulatan 

ini juga dikaitkan dengan pengertian kekuasaan yang abstrak, tunggal, utuh 

dan tak terbagi ataupun tak terpecah-pecah, serta bersifat tertinggi dalam arti 

tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam bahasa Inggris, istilah 

kedaulatan disebut souvereignity yang berasal dari Bahasa Latin, superanus. 

Perkataan ini juga berkaitan dengan kata supreme dan supremacy. Dalam 

istilah Jerman dan Belanda serta bahasa-bahasa Eropa lainnya, istilah ini 

diadopsi disesuaikan dengan lafal masing-masing bahasa, seperti suvereniteit, 

soverainette, sovereigniteit, souvereyn, sovereignty, superanus, 

summapotestas, maiestas (majesty), dan lain-lain sebagainya53  yang diadopsi 

                                                           
52 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 

2005, hlm. 115. 
53 Encyclopedia of Social Sciences, hlm. 267. 
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Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara Peneliti dengan Tim 

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 
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A. SEJARAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilihan Umum memiliki 

makna yakni pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu 

negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pemilihan umum sebagai 

salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi dengan tujuan 

mengikutsertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya 

yang dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan 

atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang 

lebih besar melalui partai politik .143 

Para pemilih dalam Pemilu disebut konstituen, dan kepada merekalah para 

peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa 

kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, 

menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, 

proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main 

atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan 

disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Dengan 

demikian, Pemilu merupakan momentum yang sangat penting dalam proses 

pemilihan, baik pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD, Pemilihan Kepala 

Daerah, maupun Pemilihan Presiden .144 

 

                                                           
143 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, 

hlm. 60 
144 Hererwyn Jefler Hielsa Malonda, Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia, 

Penerbit Anom Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 47 

BAB 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Kegiatan Focus Group Discussion antara Tim Peneliti dengan Komisioner 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara. 
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PELANGGARAN PEMILIHAN  

UMUM OLEH BADAN PENGAWAS 
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A. MEKANISME PENANGANAN TINDAK LANJUT TEMUAN DAN 

LAPORAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM 

Ditinjau dari aspek normatif yuridis, kedudukan Bawaslu diatur dalam Pasal 

89 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 diterangkan dalam Pasal 89 ayat (2), bahwa 

Bawaslu terdiri atas : 

1. Bawaslu; 

2. Bawaslu Provinsi; 

3. Bawaslu Kabupaten/Kota; 

4. Pawaslu Kecamatan; 

5. Panwaslu Kelurahan/Desa; 

6. Panwaslu LN; dan 

7. Pengawas TPS. 

 

Hubungan kelembagaan pengawas Pemilu bersifat hirarkis atau berjenjang, 

mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pengawas1TPS. Bawaslu Kabupaten/ 

Kota seara hirarkis berada di bawah Bawaslu1Provinsi, sebagaimana 

diterangkan dalam Pasal 89 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017. Selanjutnya, ditinjau 

dari kedudukan kelembagaannya Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017, di mana 

ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota mengemban masa jabatan 

selama15 (lima) tahun. 
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Keterangan: 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim Peneliti dengan Tim 

Komisioner Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) 

Provinsi Jawa Barat. 
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PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Penanganan tindak lanjut temuan/laporan pelanggaran pemilu oleh Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dilakukan dengan dua tata cara, yaitu 

penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu melalui sidang terbuka 

yang dilaksanakan oleh majelis pemeriksa dan penyelesaian pelanggaran 

adaministratif Pemilu melalui acara cepat. Hal ini merujuk pada Undang-

Undang Nomor 7 Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara 

spesifik tentunya mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Republik Indonesia yang terdiri dari Perbawaslu Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, 

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran 

Administratif Pemilihan Umum, serta Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 

tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 

dalam menangani tindak lanjut temuan/laporan pelanggaran pemilu 

diantaranya adalah adanya perbedaan penafsiran hukum terkait bentuk 

pelanggaran administratif Pemilu, terbatasnya sumber daya manusia di 

lembaga Bawaslu yang melakukan proses pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemilu, sementara wilayah pelaksanaan pemilu relatif 

sangat luas, masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat terkait 

prosedural penanganan pelanggaran Pemilu, serta banyaknya jumlah kotak  

suara dalam proses pengawasan juga membuat beberapa kesalahan  

prosedural terjadi pada tahapan pemungutan suara yang membuat 

terjadinya pelanggaran administratif dalam proses penyelenggaraan 

Pemilu. 

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengatasi kendala 

dalam penanganan tindak lanjut temuan/laporan pelanggaran pemilu 
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